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ABSTRAK

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan fungsi
fundamental negara hukum yang pelaksanaannya secara konstitusional diberikan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kompleksitas meningkatnya
gangguan keamanan, tuntutan terhadap profesionalisme kepolisian tidak lagi hanya
berorientasi pada penegakan hukum secara represif, melainkan upaya pencegahan
yang berlandaskan penghormatan hak asasi manusia.Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara yuridis normatif pengaturan hukum, pelaksanaan, serta
implikasi strategi patroli humanis Unit Samapta Polri dalam mencegah gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta
berbagai peraturan internal Polri yang mengatur fungsi preventif, penggunaan
kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia, didukung oleh bahan hukum
sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif strategi patroli
humanis memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip negara
hukum, due process of law, serta standar hak asasi manusia nasional dan
internasional. Patroli humanis menempatkan pendekatan persuasif, komunikasi
dialogis dan proporsionalitas serta penggunaan kewenangan sebagai instrumen
utama dalam pencegahan gangguan Kamtibmas. Temuan pembahasan
menunjukkan bahwa patroli humanis berimplikasi positif terhadap penurunan
potensi gangguan keamanan yang bersifat preventable, peningkatan rasa aman
masyarakat serta penguatan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Polri.
Namun, efektivitas patroli humanis masih menghadapi tantangan dalam bentuk
penggunaan diskresi dan tekanan situasional di lapangan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa strategi patroli humanis Unit Samapta Polri merupakan
instrumen preventif yang relevan dan diperlukan dalam pemeliharaan Kamtibmas.
Sehingga penguatan standar operasional, pembinaan sumber daya manusia dan
mekanisme pengawasan internal menjadi faktor penting dalam penerapan patroli
humanis dalam praktik kepolisian.

Kata kunci: Patroli Humanis, Unit Samapta Polri; Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat.
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